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bahwa tidak ada karya yang sempurna, begitu pula dengan tulisan ini. Penulis 
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A. Latar Belakang 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 
Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan 

wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang 

bahagia dan kekal. Definisi tersebut merupakan penjelasan yang tercantum 

dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Sebagaimana telah diubah 

melalui Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.1 

Dalam jalannya perkawinan tentunya diharapkan berjalan dengan 

harmonis dan baik. Keharmonisan rumah tangga dalam perkawinan dapat 

terwujud dengan adanya komunikasi yang bersifat asosiatif atau dengan 

kata lain komunikasi yang positif, sehingga tercipta aturan dalam rumah 

tangga untuk bersatu dan menciptakan pola kerja sama antar anggota 

keluarga. Namun pada kenyataannya dalam jalanya perkawinan seringkali 

dijumpai perselisihan antar sepasang suami istri dimana dari pertengkaran 

tersebut berawal dari komunikasi yang buruk atau bersifat negatif. 

Dalam kasus komunikasi yang buruk pada rumah tangga atau 

perkawinan maka dapat berujung pada perceraian. Perceraian dapat terjadi 

apabila pasangan tidak menyelesaikan tanggung jawab rumah tangganya 

dengan baik, mereka tidak akan mencapai tujuannya sebagai pasangan 

 
 
 
 
 

1 Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1 

 
 

1 
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dimana setiap rumah tangga memiliki kondisi ideal yang menghasilkan 

keharmonisan, yang menyebabkan mereka bercerai. 2 

Perceraian dalam bahasa Arab, dikenal dengan kata "talak" yang 

berarti perceraian, kata “thalaq” berasal dari kata "ithlaq", yang berarti 

melepaskan atau menanggalkan, dan secara harfiah berarti membebaskan 

seekor binatang. Secara umum, perceraian adalah putusnya ikatan 

perkawinan antara seorang pria atau wanita (suami-isteri). Di sisi lain, 

dalam hukum Islam, perceraian disebut dengan talak, yang berarti 

pelepasan atau pembebasan (suami meninggalkan istrinya).3 

Perceraian berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 

merupakan salah satu hal yang menjadi sebab putusnya perkawinan. 

Menurut Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan 

bahwa perkawinan dapat putus karena 3 hal, yaitu : 

1. Kematian ; 
 

2. Perceraian ; 
 

3. dan Putusan Pengadilan. 

 
Putusnya perkawinan karena perceraian merupakan kesepakatan 

dari kedua belah pihak suami istri untuk berpisah dan melepas ikatan 

perkawinan mereka. 

 
 

 
2Dahris Siregar, Karolina Sitepu, Mospa Darma , Khairun Na’im, M. Tommy Umaro 

Tarigan , Razali , Faisal Sadat Harahap, 2023, “Studi Hukum Tentang Tingkat Perceraian Dan 
Efeknya Terhadap Anak”, Universitas Tjut Nyak Dhien ,Vol. 3, No. 2, Bulan Juli: 2023, hlm.178. 

3Linda Azizah, “Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam”, Vol. 10, No. 4 Juli 
2012, (415-422), hlm.417. 
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Proses perceraian di Indonesia merujuk pada Pasal 39 Undang- 

undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa perceraian dapat 

diajukan dan dilakukan hanya di hadapan pengadilan, untuk melakukan 

perceraian harus disertai dengan alasan bahwa antar suami istri dirasa 

tidak dapat hidup dengan rukun lagi sebagai pasangan suami istri. 

Dalam kasus perceraian, pihak yang mengajukan harus 

membuktikan alasan yang kuat, termasuk adanya perselisihan yang 

berkelanjutan. Pertengkaran dan perselisihan yang tidak terselesaikan 

dapat menjadi dasar perceraian, sesuai dengan ketentuan Hukum Islam dan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku.4 Perceraian akibat 

perselisihan dapat terjadi karena didorong oleh beberapa faktor salah 

satunya adalah faktor ekonomi dalam rumah tangga yang kurang baik. 

Faktor ekonomi ini pula disebabkan oleh beberapa hal diantaranya ; 

1. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan hidup ; 
 

2. Perbedaan pendapat mengenai pengelolaan utang ; 
 

3. Hutang yang menumpuk ; 
 

4. dan Antara suami atau istri kehilangan mata pencaharian. 

 
Di Indonesia faktor ekonomi menjadi alasan terbesar terjadinya 

perceraian dimana setidaknya dalam kasus perceraian 40% diantaranya 

diakibatkan perselisihan terkait perekonomian dalam rumah tangga. 

Masalah ekonomi keluarga yang hidup dalam kemiskinan biasanya berasal 

 
4Andi , Hukum Islam dan Penanganan Perceraian, Prenada Media , Jakarta 2020. hlm 

46 
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dari kemalasan individu dan semua anggota keluarga. Sehingga 

menimbulkan perselisihan dikemudian hari. 

Perekonomian merupakan unsur yang penting dalam menjalankan 

rumah tangga, dimana biasanya laki-laki dalam keluarga berperan banyak 

dalam mencari nafkah untuk menunang hidup. Namun, tak jarang wanita 

dalam rumah tangga juga turut berperan untuk mencari nafkah dimana hal 

ini biasanya dilakukan agar penghasilan yang didapat lebih banyak dan 

cukup untuk menghidupi keluarga yang mereka bangun. 5 

Dalam menjalankan rumah tangga tentunya dari segi 

perekonomian pengelolaan keuangan merupakan hal yang sangat penting 

dimana pengelolaan keuangan ini bertujuan untuk memisahkan hal-hal 

yang dianggap sebagai kebutuhan dan hal-hal yang dianggap sebagai 

keinginan. Kebutuhan adalah hal yang sangat penting bila tidak tersedia 

akan menghambat aktifitas produktivitas, sedangkan keinginan adalah hal 

hal yang dapat memenuhi selera, memberi kesenangan, memberi 

keindahan, atau yang sejenisnya. Terkadang ditemukan dalam suatu rumah 

tangga yang kedua belah pihak atau salah satunya dari pasangan suami 

istri yang tidak mengerti mengenai pengelolaan uang ini dan justru 

terjerumus dalam gaya hidup yang tidak seharusnya dijalankan. 6 

Gaya hidup yang tidak seimbang dalam rumah tangga juga dapat 

menjadi masalah yang memicu perselisihan antara sepasang suami istri 

 
5 Ismail Marzuki, Alvin Qudrata Assu Udi, Urgensi Aspek Ekonomi Dalam Perspekti 

Keluarga Hukum Islam dan Hukum Positif Vol 4 Nomor 1, Probolinggo 2022. hlm 105. 
6 Ibid hlm 106. 
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atau dalam keluarga itu sendiri, dimana ke tidak seimbangan ini dipicu 

dengan munculnya pandangan dari salah satu individu yang merasa 

pasangannya tidak dapat menunjang apa yang ia inginkan dalam 

memenuhi gaya hidupnya sehingga untuk menggapai hal-hal yang ia 

inginkan terkadang dilakukan hal yang menyalahi makna dari suatu 

perkawinan , dengan salah satunya dengan mengajukan pemutusan 

hubungan dengan pasangannya atau perceraian. 7 

Alasan-alasan semacam ini sebenarnya telah diatur dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang dalam Pasal 19 

menyatakan bahwa alasan perceraian dapat diajukan jika terjadi salah satu 

dari berikut: 

1. Salah satu pihak berzina atau menjadi pemabuk, penjudi, atau 

pecandu narkotika; 

2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya selama dua tahun 

berturut-turut tanpa izin dan alasan yang sah; 

3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama lima tahun 

atau lebih; 

4. Salah satu pihak melakukan kekerasan dalam rumah tangga; 
 

5. Terjadi perselisihan terus-menerus antara suami dan istri 

sehingga tidak ada lagi harapan hidup rukun dalam rumah 

tangga; 

 
 

 
7 Ibid hlm 109. 
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6. Salah satu pihak mengalami cacat badan atau penyakit yang 

menyebabkan tidak bisa menjalankan kewajiban sebagai suami 

atau istri; 

7. Salah satu pihak tidak dapat menjalankan kewajibannya 

sebagai suami atau istri. 8 

Dalam penulisan ini peraturan di atas serta pembahasan muatan 

materi akan menggunakan studi kasus Putusan Hakim Nomor 

1466/Pdt.G/2024/PA.PLG, dimana dalam kasus putusan ini faktor 

perselisihan akibat perekonomian serta peran kewajiban suami maupun 

istri menjadi permasalahan yang mendasari terjadinya perceraian. 

Dalam putusan ini pada awalnya rumah tangga antara termohon 

(Istri) dan pemohon (Suami) berjalan rukun dan bahagia, pasca kelahiran 

anak pertama pada tahun 2015 , pertengkaran dan perselisihan mulai 

tercium dalam rumah tangga pemohon dan termohon. Perselisihan terjadi 

dikarenakan kebutuhan rumah tangga pasca kelahiran anak pertama 

semakin meningkat sehingga permasalahan ekonomi pun menjadi dasar 

dari pertengkaran kedua belah pihak .Permasalahan semakin bertambah 

setelah turut diketahui bahwa termohon kerap manggung bersama teman- 

temannya di acara organ tunggal. 

Kegiatan termohon tersebut tidak diketahui oleh pemohon 

sehingga terjadilah cekcok antar kedua belah pihak yang menyebabkan 

 

8Azmi, Roli Sumbardi, Reza Aprin, Sariydaa Hidayu , “Analisis Pp No 9 Tahun 1975 
Pasal 19-36 Juncto Pada Pelaksanaan Pasal 38 41 Uu No 1 Tahun 1974 Tentang Perceraian 
(Studi Kasus Di Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun)”, Vol 4 No.2/2023, Penerbit Jurnal ; 
Kemunting, Kepulauan Riau 2023, hlm.6-7. 
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termohon pergi meninggalkan rumah dan memilih untuk kembali kerumah 

orang tuanya. Puncak pertengkaran terjadi pada bulan Februari 2019 

ketika Pemohon ingin menjemput termohon kerumah orang tuanya demi 

keberlanjutan anak mereka namun Termohon menolak untuk diajak 

pulang, penolakan tersebut juga dilakukan oleh orang tua Termohon 

dimana terucap perkataan bahwa Termohon tidak ingin hidup bersama lagi 

dan kembali menjalani kehidupan rumah tangga dengan Pemohon. 

Setelah kejadian tersebut sejak bulan Februari 2019 Pemohon 

sudah tidak lagi tinggal serumah dengan Termohon hingga sekarang lebih 

kurang 5 (Lima) tahun 5 (Lima) bulan, dimana Pemohon masih berada dan 

menempati Rumah di Tanjung Aur 3 Jalan Bakti 2 Kelurahan Bukit Baru 

Kecamatan Ilir Barat satu Palembang dan Termohon masih bersama 

dengan orang tuanya di Jalan AKBP (jalan ) Palembang. 

Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu 

rumah lagi sejak bulan Februari 2019 hingga Permohonan Cerai Talak ini 

diajukan dan terdaftar di Pengadilan Agama Palembang Klas I A. Dengan 

demikian, sudah berlangsung kurang lebih 5 (Lima) Tahun 5 (Lima) Bulan 

sejak keduanya terpisah tempat tinggal dan tidak menjalankan kehidupan 

rumah tangga secara bersama-sama. Dalam hal ini, Pemohon dan 

Termohon telah lama tidak berinteraksi sebagai suami isteri, baik dalam 

hal keseharian maupun dalam menjalankan kewajiban-kewajiban sebagai 

pasangan suami istri. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik 

Indonesia  Nomor  379K/AG/1995  tanggal  26  Maret  1997,  yang 
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menyatakan bahwa "suami istri yang sudah tidak berdiam satu rumah lagi 

dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai suami istri 

maka rumah tangga tersebut terbukti telah retak dan pecah", maka dengan 

demikian sudah jelas bahwa keadaan rumah tangga antara Pemohon dan 

Termohon telah mengalami keretakan yang mendalam dan tidak 

memungkinkan untuk dipertahankan lagi. Keadaan ini menjadi alasan 

yang sah menurut hukum untuk mengajukan permohonan cerai talak, 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hukum perkawinan di 

Indonesia. 

Dengan demikian telah terpenuhinya alasan perceraian 

sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah No. 9 

Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa “Antara suami dan istri terus 

menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan 

hidup rukun lagi dalam rumah tangga” . 

Berdasarkan keputusan ini maka amar putusan yang diberikan oleh 

Hakim adalah sebagai berikut : 

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; 
 

2. Memberikan izin Kepada Pemohon (PEMOHON ) untuk 

menjatuhkan Talak satu Raj’i kepada Termohon (TERMOHON); 

3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sesaat 

sebelum ikrar talak diucapkan berupa : 

3.1. Nafkah Iddah sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus 

ribu rupiah); 
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3.2. Mut’ah berupa uang sejumlah Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima 

puluh rupiah); 

4. Menetapkan Pemohon sebagai pemegang kuasa asuh/hadhanah 

terhadap 2 (dua) orang anak bernama , lahir tanggal 29 Januari 

2014 dan , lahir 02 Maret 2018. Dengan kewajiban agar Pemohon 

memberikan akses kepada Termohon untuk bertemu kedua anak 

tersebut diatas; 

5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini 

sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). 

Amar putusan Pengadilan Agama Palembang dalam kasus ini 

adalah mengabulkan gugatan cerai yang diajukan oleh penggugat (Suami). 

Pengadilan memutuskan bahwa pernikahan antara penggugat dan tergugat 

sah untuk diputuskan, dan hubungan perkawinan berakhir sesuai dengan 

ketentuan hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia.9 

Pertimbangan ini sesuai dengan asas keadilan dan keadilan sosial dalam 

Hukum Islam serta hukum positif yang berlaku di Indonesia. Putusan 

Pengadilan Agama Palembang nomor 1466/Pdt.G/2024/PA.PLG 

menunjukkan bahwa alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus- 

menerus yang disebabkan oleh berbagai faktor serta kewajiban antara 

suami dan istri dalam rumah tangga dapat menjadi dasar yang sah untuk 

perceraian menurut Hukum Islam, UU Perkawinan, serta Kompilasi 

Hukum Islam di Indonesia. Pengadilan mempertimbangkan bukti-bukti 
 

9 Abdullah, A. “Konflik Rumah Tangga dan Solusi dalam Perspektif Hukum Islam”,. 
Alfabeta, Bandung,2018 hlm.68. 
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konkret terkait ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup harmonis, 

serta menerapkan prinsip-prinsip hukum yang berlandaskan pada syariah 

dan peraturan perundang undangan yang berlaku. 

Berdasarkan penjelasan diatas maka penelitian ini akan membahas 

mengenai analisis mendalam mengenai kesesuaian antara keputusan yang 

diambil oleh hakim dalam perkara perceraian tersebut dengan ketentuan 

hukum Islam yang berlaku, serta dengan peraturan perundang-undangan 

yang ada di Indonesia. Penelitian ini juga akan menilai sejauh mana 

keputusan hakim tersebut mencerminkan prinsip-prinsip keadilan dan 

kesesuaian dengan norma hukum yang mengatur perceraian dalam hukum 

positif di Indonesia.10 

Selanjutnya penulis akan membahas penelitian ini dengan judul 

ANALISIS HUKUM MENGENAI ALASAN CERAI KARENA 

PERTENGKARAN DAN PERSELISIHAN DALAM RUMAH TANGGA 

(PUTUSAN HAKIM NOMOR 1466/Pdt.G/2024/PA.PLG). 

B. Rumusan Masalah 
 

1. Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Permohonan Cerai 

Karena Pertengkaran Dan perselisihan Dalam Rumah Tangga Putusan 

Hakim Nomor 1466/Pdt.G/2024/PA. PLG? 

2. Bagaimana Akibat Hukum Dalam Proses Penanganan Kasus 

Perceraian Karena Pertengkaran Dan Perselisihan Dalam Rumah 

Tangga (Putusan Hakim Nomor 1466/pdt.G/2024/PA.PLG) ? 

 
10 Fauzi, I. Hukum Islam dan Pemecahan Masalah Pertengkaran dalam Rumah Tangga: 

Studi Kasus di Pengadilan Agama. Vol 1,No 22, Jurnal Penelitian Sosial, 2019, hlm.91. 
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C. Tujuan Penelitian 

 
1. Menganalisis pertimbangan hakim dalam memutuskan permohonan 

cerai berdasarkan kasus pertengkaran dan perselisihan dalam rumah 

tangga Putusan Hakim Nomor 1466/Pdt.G/2024/PA.PLG. 

2. Menganalisis akibat hukum dalam kasus perceraian karena 

pertengkaran dalam rumah tangga (Putusan Hakim Nomor 

1466/Pdt.G/2024/PA.PLG) . 

D. Manfaat Penelitian 
 

1. Manfaat Teoritis 
 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada 

pengembangan dan penyempurnaan teori hukum Islam yang berkaitan 

dengan perceraian, khususnya yang terkait dengan masalah 

pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga. Dengan 

melakukan analisis terhadap penerapan teori-teori hukum Islam dalam 

praktik peradilan, penelitian ini dapat memberikan wawasan baru 

tentang bagaimana prinsip-prinsip Islam diadaptasi dan diterapkan 

dalam menghadapi kasus perceraian yang memiliki kompleksitas 

tinggi. 

2. Manfaat Praktis 
 

a. Manfaat Praktis Penelitian ini bagi Perguruan Tinggi adalah 

Kajian ini dapat digunakan untuk memperkaya materi perkuliahan 

dalam program studi hukum, terutama dalam mata kuliah terkait 

hukum keluarga, hukum perdata, atau hukum perceraian. Hal ini 
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membantu mahasiswa memahami aspek nyata dari penerapan 

hukum dalam kasus-kasus spesifik. 

b. Manfaat penelitian ini bagi masyarakat adalah, Analisis ini 

membantu masyarakat memahami hak dan kewajiban mereka 

dalam pernikahan serta alasan-alasan yang sah untuk perceraian 

menurut hukum. Hal ini mendorong masyarakat untuk lebih 

melek hukum dan mengerti langkah-langkah hukum yang harus 

diambil saat menghadapi konflik rumah tangga. 

c. Manfaat penelitian ini bagi pemerintah adalah Analisis ini 

memberikan data dan wawasan yang penting bagi pemerintah 

untuk memperbarui atau menyusun kebijakan terkait hukum 

keluarga dan perceraian. Hal ini memastikan bahwa regulasi yang 

dibuat lebih relevan dan mencerminkan kondisi sosial serta 

kebutuhan masyarakat. 

E. Ruang Lingkup Penelitian 
 

Penelitian ini akan membahas ketentuan-ketentuan dalam hukum 

Islam yang berkaitan dengan perceraian, khususnya alasan perceraian yang 

disebabkan oleh pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga. 

Dalam penulisan ini akan menganalisis bagaimana hukum Islam 

memandang perceraian dalam situasi konflik rumah tangga yang 

berkepanjangan yang diatur didalam Kompilasi Hukum Islam. selanjutnya 

penelitian ini juga akan membahas penerapan hukum positif Indonesia 

dalam  perkara  perceraian,  dengan  merujuk  pada  Undang-Undang 
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Perkawinan No. 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah melalui Undang- 

undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah 

No. 9 Tahun 1975, serta Penelitian ini akan menganalisis bagaimana 

putusan hakim dalam perkara perceraian terkait dengan perselisihan dan 

pertengkaran tersebut mencerminkan aturan hukum yang berlaku di 

Indonesia. 

Selain dasar penelitian dari peraturan dan undang-undang 

penelitian ini juga akan menganalisis kasus yang terkait dengan 

pembahasan perselisihan dan pertengkaran sebagai penyebab terjadinya 

perceraian yang dalam hal ini akan merujuk pada Putusan Nomor 

1466/Pdt.G/2024/PA.PLG). 

F. Kerangka Teori 
 

1. Teori Pertimbangan Hakim 
 

Menurut Mukti Arto dalam bukunya yang berjudul, Praktek 

Perkara Perdata pada Pengadilan Agama (2004) menjelaskan bahwa 

pertimbangan hakim merupakan suatu tahapan dimana majelis hakim 

mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama proses 

persidangan berlangsung. Pertimbangan hakim merupakan salah satu 

aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu 

putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian 

hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang 

bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan 

teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, 
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dan cermat maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan 

hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah 

Agung.11 

Dalam memberikan pertimbangan hakim terdapat dua asas 

dalam hukum perdata yang menjadi dasar dari pertimbangan tersebut 

,yaitu : 
 

a) Hakim Pasif 
 

Artinya, ruang lingkup atau luas pokok sengketa 

yang diajukan kepada hakim ditentukan oleh pihak yang 

berperkara dan bukan oleh hakim. Dengan kata lain, 

penggugat menentukan apakah ia akan mengajukan 

gugatan, seberapa luas (besar) tuntutan, juga tergantung 

para pihak (penggugat/tergugat) suatu perkara akan 

dilanjutkan atau dihentikan, misalnya lewat perdamaian 

atau gugatan dicabut. Semua tergantung para pihak, bukan 

pada hakim. Hakim hanya membantu para pencari keadilan 

dan menilai siapa di antara para pihak yang berhasil 

membuktikan kebenaran dalilnya dan mana yang benar dari 

dalil yang dikemukakan tersebut. 

b) Hakim Aktif 
 

Hakim harus aktif sejak perkara dimasukkan ke 

pengadilan,  dalam  artian  untuk  memimpin  sidang, 

 

11 Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, Pustaka Pelajar 
Yogyakarta, 2004 hlm. 140 
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melancarkan jalannya persidangan, membantu para pihak 

mencari kebenaran, sampai dengan pelaksanaan putusan 

(eksekusi). Hakim wajib mengadili seluruh gugatan dan 

dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak 

dituntut atau mengabulkan lebih dari yang dituntut 

sebagaimana dimaksud Pasal 178 ayat (2) dan (3) HIR, 

Pasal 189 ayat (2) dan (3) RBg. Adapun asas hakim pasif 

dan aktif dalam hukum acara perdata disebut dengan 

verhandlungsmaxime. Meskipun hakim bersifat pasif (tidak 

menentukan luasnya pokok perkara), bukan berarti hakim 

tidak berbuat apa-apa. Sebagai pimpinan sidang, hakim 

harus aktif memimpin jalannya persidangan, menentukan 

pemanggilan, menetapkan hari sidang, karena jabatan 

memanggil sendiri saksi (apabila perlu), sertai 

memerintahkan alat bukti untuk disampaikan di depan 

persidangan.12 

Dalam penulisan ini pertimbangan hakim juga mencakup 

aspek Sosial dan Ekonomi selain aspek agama, dimana hakim juga 

memperhatikan kondisi sosial dan ekonomi dari kedua belah pihak. 

Ini penting untuk memastikan bahwa keputusan cerai tidak 

menimbulkan ketidakadilan, terutama bagi pihak yang lebih lemah 

 

12 Anita Afriana, Ema Rahmawatib,Rai Mantilic, Sherly Ayuna Putrid, Batasan Asas 
Hakim Pasif Dan Aktif Pada Peradilan Perdata, Volume 7 No.1 Jurnal Bina Mulia Hukum, 
Bandung 2022, Hlm.33. 
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secara ekonomi. Implikasi Hukum, Putusan hakim tidak hanya 

berpengaruh pada pasangan suami istri, tetapi juga pada anak-anak, 

keluarga, dan masyarakat. Oleh karena itu, hakim harus. 

mempertimbangkan dampak jangka panjang dari keputusan cerai 

tersebut. Kepentingan Anak Dalam kasus di mana terdapat anak, 

hak dan kewajiban kedua orang tua terhadap anak menjadi 

pertimbangan utama. Hakim harus memastikan bahwa keputusan 

yang diambil tidak merugikan kesejahteraan anak.13 

c) Teori Pembuktian 
 

Teori pembuktian dalam analisis hukum Islam mengenai 

alasan cerai karena pertengkaran dan perselisihan dalam rumah 

tangga di Pengadilan Agama Palembang mencakup beberapa 

komponen penting yang berperan dalam menentukan keputusan 

hakim. Dalam hukum Islam, pembuktian merupakan aspek krusial 

dalam proses pengajuan permohonan cerai. Al-Qur'an dan hadits 

memberikan pedoman bahwa pihak yang mengajukan permohonan 

cerai harus mampu menunjukkan bukti yang mendukung alasan 

yang diajukan. 

Menurut Lestari bentuk-bentuk Pembuktian, dalam kasus 

perceraian dapat berupa Saksi , dan Kesaksian dari pihak ketiga 

yang mengetahui kondisi rumah tangga dan perselisihan yang 

terjadi.  Saksi  harus  memiliki  relevansi  dan  keandalan. 

 

13Santoso, E. “Hukum Perkawinan dan Penyelesaian Sengketa dalam Rumah Tangga”. 
Laksana, Yogyakarta, 2021, hlm.77. 
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Dokumentasi, Bukti tertulis seperti surat pernyataan, catatan, atau 

rekaman yang dapat menunjukkan adanya pertengkaran atau 

perselisihan. Dalam beberapa kasus, bukti fisik seperti rekaman 

audio atau video juga dapat dihadirkan sebagai alat bukti. Pada 

proses pembuktian di pengadilan, Hakim akan mendengarkan 

semua bukti dan saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak. 

Proses ini mencakup pemeriksaan silang untuk memastikan 

kredibilitas saksi dan kevalidan bukti. Selanjutnya Hakim juga 

berhak untuk meminta tambahan bukti atau klarifikasi jika merasa 

informasi yang ada belum mencukupi. 14 

Dalam beberapa kasus perceraian kesaksian orang terdekat 

biasanya lebih kuat dibandingkan yang tidak memiliki hubungan. 

dimana bukti dianggap lebih relevan. Dalam memberikan bukti 

haruslah memiliki relevansi yang kuat dengan alasan yang 

diajukan. Misalnya, bukti yang menunjukkan pola pertengkaran 

yang berulang dapat mendukung argumen tentang ketidakcocokan. 

Selanjutnya jenis dan kualitas bukti juga turut mempengaruhi 

bobot argumen. Bukti yang jelas dan konkret lebih diterima 

dibandingkan yang bersifat umum atau samar. Pertimbangan 

Keadilan dan Kepentingan Anak, Hakim harus mempertimbangkan 

dampak keputusan cerai terhadap anak, jika ada. Pembuktian harus 

 

 
14Lestari, P. “Pertengkaran sebagai Alasan Perceraian: Tinjauan Hukum dan Sosial. 

Jurnal Hukum dan Peradilan”, Vol 9, No. (2) 2020 hlm.120. 
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mempertimbangkan kesejahteraan anak dan stabilitas emosional 

mereka. 

Hakim harus berupaya untuk mencapai keputusan yang 

adil, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban masing- 

masing pihak. Prinsip Mediasi merupakan salah satu cara alternatif 

sebelum memutuskan hasil persidangan dimana sebelum 

memutuskan, hakim dapat mendorong mediasi sebagai upaya 

untuk menyelesaikan masalah secara damai. dimana ini juga sesuai 

dengan ajaran Islam yang mengedepankan perdamaian dalam 

rumah tangga apabila ditinjau dari sisi agama. 15 

d) Konsep Putusnya Perkawinan 

Teori putusnya perkawinan dalam analisis hukum Islam 

mengenai alasan cerai karena pertengkaran dan perselisihan dalam 

rumah tangga mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan 

legitimasi dan proses pengakhiran sebuah perkawinan. Perkawinan 

dalam Islam adalah ikatan suci yang harus dipertahankan. Tetapi 

juga diakui bahwa ada kondisi tertentu yang dapat menyebabkan 

putusnya perkawinan, termasuk pertengkaran dan perselisihan 

yang berkepanjangan. Al-Qur'an dan hadits memberikan panduan 

tentang pernikahan dan perceraian, menekankan pentingnya 

kesejahteraan keluarga dan individu. Alasan Cerai dalam Hukum 

Islam. 
 

15Putri, M. “Analisis Hukum Islam Terhadap Alasan Cerai di Pengadilan Agama”. Detik 
News, 2018, Diakses pada 19 November 2024 dari https://news.detik.com/analisishukum-islam- 
alasan-cerai.com 
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Pertengkaran dan Perselisihan: Pertengkaran yang terus- 

menerus dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga dan 

mempengaruhi kesehatan mental dan emosional pasangan. Dalam 

konteks ini, cerai bisa menjadi solusi terakhir. Ketidakcocokan 

dalam nilai-nilai, tujuan hidup, atau cara berkomunikasi yang 

berlanjut dapat menjadi alasan sah untuk mengajukan cerai. 

Prosedur Pengajuan Cerai, Penggugat harus mengajukan 

permohonan cerai ke Pengadilan Agama dengan menyertakan 

bukti dan saksi yang mendukung alasan cerai. 

Menurut Kusuma proses ini juga melibatkan mediasi untuk 

mencoba menyelesaikan masalah sebelum memutuskan cerai, 

sesuai dengan prinsip Islam yang mengutamakan perdamaian. 

Putusan Hakim, Hakim berperan penting dalam menentukan 

apakah alasan yang diajukan cukup kuat untuk memutuskan 

perkawinan. Keputusan hakim harus berdasarkan bukti yang 

dihadirkan dan pertimbangan yang adil. Dalam kasus di mana bukti 

cukup kuat, hakim dapat memutuskan untuk mengabulkan 

permohonan cerai. Setelah cerai, hak dan kewajiban masing- 

masing pihak, terutama dalam hal nafkah dan pemeliharaan anak, 

harus dipertimbangkan dan ditetapkan. Jika ada anak, putusan cerai 

harus mempertimbangkan dampaknya terhadap mereka, termasuk 

pengaturan hak asuh. Prinsip Keadilan dan Etika, Keputusan untuk 
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bercerai harus diambil dengan mempertimbangkan prinsip keadilan 

dan etika.16 

G. Metode Penelitian 

Dalam penulisan ini penulis akan melakukan penelitian dengan 

metode penelitian yang dipilih oleh penulis, yaitu sebagai berikut : 

1. Jenis Penelitian 
 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian 

hukum normatif atau juga disebut dengan penelitian hukum 

kepustakaan yang penelitiannya dilakukan dengan cara meneliti dan 

mengumpulkan bahan kepustakaan saja.17 Maka dari itu penelitian ini 

akan berpedoman pada norma serta prinsip hukum dalam berbagai 

sumber hukum perkawinan yang memuat Al-Quran, Hadis, serta 

peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti : 

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ; 

b. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19, dan ; 
 

c. Kompilasi Hukum Islam. 

2. Pendekatan Penelitian 
 

Dalam penelitian ini akan digunakan dua pendekatan ,yaitu 

pendekatan Perundang-undangan atau yang lebih dikenal dengan 

Statute Approach dan pendekatan kasus yang lebih dikenal dengan 

Case Approach. 

 
16 Kusuma, R.“Panduan Praktis Hukum Keluarga Islam.”Elex Media Komputindo 

,Jakarta 2021, hlm.74 
17Soerjono Soekanto & Sri Madmuji, “Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan 

Singkat”, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2009, hlm.24. 
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a. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) 

 
Merupakan pendekatan penelitian dengan 

menitikberatkan pada produk-produk hukum yang digunakan 

untuk meneliti regulasi yang berkaitan dengan perceraian dan 

perkawinan dan aspek lain yang termasuk di dalam ruang 

lingkupnya. 18 

b. Pendekatan Kasus (Case Approach) : 
 

Adalah pendekatan yang dilakukan dengan melakukan 

penelitian lebih dalam pada kasus terkait dengan isu hukum 

yang dihadapi.19 Dalam penelitian ini dilakukan melalui Studi 

Kasus Putusan Hakim Nomor 1466/Pdt.G/2024/PA.PLG. 

3. Sumber Bahan Hukum 
 

Dalam penelitian ini akan menggunakan metode 

kepustakaan sehingga penelitian akan dilakukan dengan bahan- 

bahan yang didapatkan melalui data kepustakaan. Dalam penelitian 

ini akan mengambil berbagai sumber yang berasal dari berbagai 

konvensi internasional, berbagai buku yang terkait dengan tema 

dan judul penelitian, berbagai dokumen internasional dan nasional 

yang memiliki kaitan dengan tema dan judul penelitian, berbagai 

artikel dan jurnal yang memiliki kaitan dengan tema dan judul 

penelitian, dan karya ilmiah lainnya yang memiliki kaitan dengan 

 

18Amiruddin & Zainal Asikin, “Pengantar Metode Penelitian Hukum”, Raja Grafindo 
Persada, Jakarta 2004, hlm.30. 

19Peter Mahmud Marzuki , “Penelitian Hukum” , Kencana Penad Media Group, Jakarta 
2011, hlm.22. 
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tema dan judul penelitian. Dalam penelitian ini bahan yang akan 

digunakan diklasifikasikan menjadi tiga bahan hukum, diantaranya 

sebagai berikut : 

1. Bahan hukum primer : Merupakan bahan hukum yang 

memiliki otoritas bahan yang diambil melalui sumber 

aslinya yang bersifat otoritatif.20 

2. Bahan hukum sekunder : Merupakan bahan-bahan yang 

dapat memberikan penjelasan terkait bahan hukum primer 

serta kaitannya dengan bahan hukum primer itu sendiri , 

sebagai contohnya berbagai buku dan karya tulis ilmiah 

yang berkaitan dengan bahan hukum sekunder.21 

3. Bahan hukum tersier : merupakan berbagai bahan hukum 

yang dapat dipergunakan untuk menambah informasi yang 

berkaitan dengan bahan hukum primer dan sekunder. 

Dalam hal ini bahan hukumnya dapat berupa kamus bahasa 

indonesia, kamus bahasa inggris, dan kamus bahasa lainnya 

yang dianggap perlu. 

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 
 

Teknik pengumpulan ini dilakukan dengan langkah- 

langkah yang bersifat kepustakaan seperti halnya dengan metode 

penelitian normatif dalam mendapatkan berbagai sumber hukum.22 

 
20Ibid.hlm.141. 
21Ibid hlm.32. 
22Ibid hlm.64. 
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Dimana dalam hal ini dilakukan dengan langkah mencari dan 

mengkaji berbagai sumber hukum perkawinan dan perceraian 

seperti Al-Quran, Hadis, serta peraturan perundang-undangan yang 

relevan, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan sebagaimana telah diubah melalui Undang-undang Nomor 

16 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19, 

dan Kompilasi Hukum Islam. 

5. Teknik Analisis Bahan Hukum 
 

Berdasar pada metode penelitian yang normatif atau 

kepustakaan dalam penelitian ini maka pengumpulan data 

dilakukan dengan cara yang sistematis, yang kemudian akan dikaji 

secara kualitatif, 23 dimana analisis data yang digunakan berbentuk 

deskriptif dan cenderung tidak menggunakan data yang berbentuk 

statistik. Metode ini dilakukan dengan menguraikan atau 

mendeskripsikan suatu keadaan tertentu yang menjadi sebab 

timbulnya permasalahan yang ada, selanjutnya akan ditarik 

kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan yang 

diteliti dalam penelitian ini. 

6. Teknik Penarikan Kesimpulan 
 

Teknik penarikan kesimpulan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode induktif. Teknik ini merupakan cara 

berpikir yang dimulai dari pengamatan terhadap berbagai fakta 

 
23Soerjono Soekanto & Sri Madmuji, 2009 , “Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan 

Singkat”, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.13. 
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atau kasus spesifik untuk kemudian merumuskan sebuah 

kesimpulan umum. Dalam pendekatan ini, data dan informasi 

dikumpulkan dari berbagai kejadian nyata. 
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